
BT'PATI HALMATITRA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAI5 BI'PATI IIAI,DIAIIERA BARAT
NOMOR 11o.a IKPTSI vt 12024

TEITTAIIG

'psluBtApelr BELAITJA TrDAI( TTRDTTGA {BTrl uttTux r{tpERLuAn MEIsDEsATt
PELJTYAIIAIT DASAR DILUAR KEITDAI"I DA,tr TIDAI( DAPAT DIPNEDIHSI SEBELUMI$YA

DALAM RATIGKA PtI{AnGGr}LAr{GAr{ K&rAr}rAlt LUAR BrASA (KtB} pol,lo
DI KABUPATTtr HALMATIERA BANA?

TAIIUIT 20/24

BUPATI IIALTIAIIERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan R.i. Nomor :
HK.O1.07IMENKBS / ]osl/zaz4 tentang pelaksanaan pekan
Imunisasi Nasional Dalam Rangka penanggulangan Kejad.ian Luar
Biasa {KLB} Polio yang didasari adanya situasi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Poliomgelitis atau potio pada T provinsi di Indonesia
diantaranya Prorrinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa Timur, provinsi papua Tengah, provinsi
Papua Pegunungan dan proyinsi papua seratan, maka untuk
mengantisipasi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) polio di
Kabupaten Halmahera Barat perlu dilakukan pemberian imunisasi
Pclio pada anak usia O-7 talrun melalui keglatan Pekan Imurrisasi
Nasional (PiN) Polio daram rangka penanggulangan Kejadian Luar
Biasa {KLB} Polio di Indonesia dan di Kabupaten Halmahera Barat
khususnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah huruf D angka 4 huruf d angka 1) dan sf t ampiral
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Ta.rrun Z02A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasat + ayat
{2} huruf a dan huruf c Peraturan Bupati Harmahera Barat Nomor
1.8 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan Belanja Tidak
Terduga di Kabupaten Halmahera Barat mengamanatkan bahwa
tate- cara penggunaarl Belanja Tidak rerduga (BTT) keperluan
mendesak meliputi kebutuhan daera-h dalam rangka pelayanan
dasar masyarakat yang anggaranrrya belum tersedia dalam tahun
arlggararl berjalan dan Pengeluaran Daerah yang berada rliluar
kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
serta amanat peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud darq,,
huruf a dal huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Belanja fidak Terduga (Brfl untuk Keperluan
Mendesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tidak Dapat
Diprediksi sebelumnya dalam Rangka penanggurangan Kejadian
Luar Biasa {KLB) Polio dan Peningkatan status Gizi Balita Datam
Mendukung Imunitas Balita di Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2A24.

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 60 Tahun lgs8 tentang penetapan
undang-undang Nomor 23 narurat Tahun lgsr teritang
Pembentukan Daerahdaerah st'atantra Tingkat II Dalarx wila};ali
Daerah s*'atantra Tingkat I Maluku menjadi undang*undang;
undang-undang Nomor 46 Tahun iggg tentang tentang
Pembentukan Provinsi Maluku utara, Katrupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
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3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Fialmahera utara, Kabupaten l{almahera selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Hahnahera Timur clan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5" Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaail

Negara;
6. Undang-undang Nr:mor 36 Tahun 200E tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan

Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun '2A22 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemeri:rtah Nomor 55 'lahun 2005 tentang Dana

Perimtrangan;
l0.Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanar:

Pangan dan Gizi;
ll.Peraturan Peuterintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
l2.Peraturan Presiden Nomor 4'2 Tahun '2A13 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan l)aerah;
l4.Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 23 Tahun zAM tentang

lJpaya Perbaikan Gizi;
l5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahure 2AA tentang Fusai

Kesehatan Masyarakat;
l6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor t4 Tahun 201q tentang

Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi tsuruk;
l7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang

Penanggulangan Masaiah Gizi Bagi Anak Akitrat Penyakit;
lS.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor L2 Tahun 2A17 tentang

Penyele nggaraan Imu nisasi;
l9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2A19 tentang

Penanggulangan Krisis Ke sehatan;
20.Peraturan Mented Kesehatan Nomor 6 Tahun '2A'24 tentang

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
2l"Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun

2423 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pemtrentukan dan Susunan Perangkat-
l)aerah;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor I Tahun
2A'24 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja lfaerakr
Kabupaten Fialmahera Barat Tbhun Anggaran 2A'24;

23.Peraturan Rupatj llalmahera Barat Nomor 1.tr Tahun 20'22 tentang
Pedoman Penglelolaan Belanja l1dak Terduga di Kabupaten
Halmahera Barat;

24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nor:nor 2.A Tahun ')O'22 t.entamg
Percepatan Penurunan Stunting;

25.Peraturan Bupati Hatrmahera Barat Nomor 17 Tahun '20'23 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 10 Tahun '2016 tentang Struktur C)rganisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

26.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penjatraran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupatea
Llalmahera Barat Tahun Anggaran 2A24;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : HK.01.07/MtrNKESl
l03l /2A24 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasi*n*l
Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa iKLBi Polio;

2. Proposal Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor:
7rJ9.c/DinkeslYl/2A2a tanggal 04 Juni 2024, perihal :

Permohonan Bantuan Dana Tidak Terduga.
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MEMITTUSKAtrI :

Peiretapan Beianja Tidak rerduga (BTr) untuk Keperluan
Mendesak Pelavanan Dasar Diiuar Kendali dan Tidak Dapat.
Diprediksi sebelumnva dalair Rangka penanggurangan Kejadian
r-uar Biasa {KLB) Polio di Kabupaten Halmahera Barat Tahun '2a'a4.
Teknis Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, diatur di bar*'ah tanggung jawab penuh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupat-cn Halmahera Barat clengan tetap berpedornan
se suai ketentuar. peraturan perundang- undangan yang beriaku.
Kepala SKPD -vang melaksanakan Beianja Tidak Terduga {BTII.J
untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksucl Diktum
Kesatu, sesuai denga* tugas pokr:k cian iirngsinya mengajuka_n
Rencana Kebutuhan Selanja Tidak rerduga {B1T) kepatla ppKD
selaku BUD riengan tet-ap memperhatjkan kemarnpuan keuangan
Daerah.
segala bia-va -y"ang akan timbul sebagai akibat ditet-lpkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belania
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran '2024.
Keputusan ini beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .I ,1o1o

pada tanggal

Tefitht4garic Disampaikan kepada Yth :

t. Menleri Dalam Negeri cli Jakalta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofill.
3. Ba.dan Pemeriksa Keuangan Per"wakilal Maluku Utara di Te,'r.s1g,
:1. Inspektur Inspektorat Daera,h Kab. Halmahera Barat di Jailerro,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jai1olo.

Kadis Kesehata.n

Kabag l{ukum & Orgs
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